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BUPATI BUTON TENGAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 377 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

Bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepadaimasyarakat dan
peningkatan layanan dibidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah, diperlukan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Pengendalian dan
Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buton Tengah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Tengah, Tentang Standar
Operasional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buton Tengah Tahun Anggran 2022 ;

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
Tambahan Lembaran Negarah Republik Indonesia Nomor 42,86) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan
Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 172, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5562) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelengaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
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Peraturan Bupatl Buton Tengsh Homor 16 Taliin 2021 Tentang
Perubahan atas Perataran Pupatl Guton Tengh Homor %7 Fabin 7916
tentang Kedudukan dan Busunan Organleasi Verangknt [astah 1inas
Penanamin Madul dan Pelayanan Terpadu Satu Pirta Kabugaten Fanon
Tongil (Detltn Dacral Kabupaten Buton Tengah Takun 20720 Homor
16)

Peraturan Bupatl Buton Tengah Momaor, 42 Tabun 277) Tenang
Pendelegasian  Kewenangan  Penyslenguarman  Perizinan Jrerusatia
Lepnda Kepala Dinas Penanaman Maodal dan Vrelayanan Verpadu i
Pintu Kabupaten Buton ‘Tengsh,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI  BUTON ‘TENGAIS TENTARG LAYANAN
STANDAR OPERABIONAL PROBESTR PENOGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN IFENGADUAN PADA DINAK PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO  SISGKUP
PEMERINTA  KABUPATEN — BUTON  TENGAN  TAHUN
ANGGARAN 2022

Standar Opersional Prosedur Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan
ada Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Szt Pintu
Kabupaten Buton Tengah sebagaimana yang tercantum dalam Jarapiran
1 Lampiran 11 dan Lampiran {1 yang merupakan bagian yang, tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini,

Standar Operasional Prosedur sehagaimana dimaksud dikium KESATU
gchagai sarana untuk menyelesaikaan permasalahan perizinan baik
gebelum maupun sesudah penerbitan izin,

Waktu  Penyclesaian  Penanganan  Pelaksanzan  pengawassn,
pengendalian dan pengaduan miniral 5 (lima hari kerja)

Pembiayaan Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian dan Pengaduan
Dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Buton Tengah,

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditctapican, dengan
ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnyz zican
dilakukan perubahan dan perbaikan scbagaimana mestinga,
Ditetapkan di : Labungkari
Pada tanggal, 25 April 2022
PATERUTON TENGAH
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